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PENETAPAN
Nomor 2241/Pdt.G/2021/PA.Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan

penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama lIslam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kab.
Sidoarjo, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada
Joko Cahyono ,S.H, M.H, Novi Hermawati S.H.,Moh.
Anugrah Cahya Hermawan H. S.H, M.H dan Rizka
Amaliyah Para Advokat yang tergabung dalam Law Firm
JK. & Partners beralamat Kantor di JL Sumatera Nomor
86 Surabaya , berdasarkan surat kuasa khusus tanggal
9 Maret 2021 yang telah terdaftar dalam register
Keaniteraan  Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor
1788/Kuasa/6/2021/PA.Sda.tertanggal 14-6-21, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 2021 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan
, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sekarang tidak
diketahui alamat yang pasti di seluruh wilayah republik
indonesia,, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 14 Juni 2021 dengan

register perkara Nomor 2241/Pdt.G/2021/PA.Sda telah mengajukan gugatan

yang berbunyi sebagai berikut:
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1. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2017 Masehi/ 01 Jumadil ula 1438H, telah
dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang
dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama
Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama
(KUA) Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana tercatat
dalam Buku Register Nomor : 0068/68/1/2017, tertanggal 29 Januari 2017
M/ 01 Jumadil Ula 1438H;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan
berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk
rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh
Allah SWT;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
kediaman bersama di Kabupaten Sidoarjo:

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah
berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1
(satu) orang anak yang bernama ANAK |, perempuan, lahir pada 20
Nopember 2017 ;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga
dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2018, karena sejak
saat itu Tergugat telah meninggalkan Penggugat sampai dengan
sekarang dan tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah
Republik Indonesia meskipun Penggugat telah berupaya mencari
keberadaan Tergugat namun Tergugat tetap tidak diketemukan oleh
Penggugat;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk
mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar telah
meninggalkan Penggugat, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b)
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b)
Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan
gugatan cerai ini dikabulkan;

7. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun
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2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002
tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama
Sidoarjo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal
Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan
Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk
itu;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
Berdasarkan dalil-dalil dan alasan alasan tersebut diatas, maka dengan ini
Penggugat memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo cq
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat
menentukan hari  persidangan  kemudian memanggil Penggugat dan
Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang
amarnya sebagai berikut ;
PRIMER:
Mengabulkan gugatan Penggugat;
Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat TERGUGAT bin Rimin
terhadap Penggugat YUSTICA DEA MIRTHA binti ISWANTO
Memerintahkan panitera  Pengadilan Agama  Demak  untuk
mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan
Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan
Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:
Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang
seadil-adilnya (ex aequo et bono);
Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir
lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
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yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sabh;

Bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Penggugat telah habis,
maka Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo telah mengirimkan surat teguran
kepada Penggugat dengan suratnya Nomor: W13-A16/.4586../Hk.05/11./2021,
tanggal 30 November 2021, agar Penggugat menambah verskot biaya
perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan, terhitung
sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo telah pula membuat
laporan kepada Majelis Hakim melalui: Surat Keterangan Panitera Pengadilan
Agama Sidoarjo Nomor : W13-A16 / 305/ Hk.05/1/2022, tertanggal 03 Januari
2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat belum memenuhi
isi teguran tersebut meskipun telah melampaui waktu satu bulan, yang isinya
Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi
verskot biaya perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan
kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat telah
habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut
berdasarkan  surat Panitera Pengadilan Agama  Sidoarjo  Nomor
W13-A16/.4586../Hk.05/11./2021, tanggal 30 November 2021, akan tetapi
Penggugat tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya,
sebagaimana surat keterangan Panitera Nomor : W13-A16 / 305/ Hk.05/1/2022,
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tertanggal 03 Januari 2022, yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu
yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya, oleh karena itu
Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam
mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh
dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan
perkara a quo untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan
memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mencoret perkara
tersebut dari daftar perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan
sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya
perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan
dengan perkara ini.

MENETAPKAN
1. Menyatakan perkara Nomor :2241/Pdt.G/2021/PA.Sda yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, dicoret;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo mencoret
perkara tersebut dari daftar register perkara;
3. Membebankan kepada Peggugat untuk membayar biaya perkara ini

sebesar Rp. 875.000,00 ( Delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah );

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 03
Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1443
Hijriyah, oleh Dra. Hj. Nur Fadhilatin sebagai ketua majelis, Drs. HM. Ridwan
Awis, M.H dan Drs. H. Husni Mubarak masing-masing sebagai hakim anggota,
penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan
dibantu oleh Miftahul Husnah, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti, dengan
tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.
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Hakim Anggota Ketua Majelis,

Drs. H. Ridwan Awis, M.H Dra. Hj. Nur Fadhilatin

Drs. H. Husni Mubarak
Panitera Pengganti,

Miftahul Husnah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp 30.000,00
Proses Rp 75.000,00
Panggilan Rp 730.000,00
PNBP Rp 20.000,00
Redaksi Rp 10.000,00
Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 875.000,00

( Delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah )
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